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Abstract: This research aims to test empirically the effect of profitability and financial distress towards 

tax avoidance with corporate governance as measured by independent board of commissioners, 

institutional ownership, and managerial ownership as moderating variable. This research used 

quantitative data from trading and servicecompanies listed in Indonesia Stock Exchange (BEI) during 

the year 2016-2018, with theselection of sample used purposive sampling method, and the testing of 

hypothesis used multiple regression analysis. The result of this research showed that profitability has 

influenceon tax avoidance and financial distress has influence on tax avoidance. The independent board 

of commissioners and managerial ownership do not moderate the influence of the profitability and 

financial distress on tax avoidance, butmoderate of the institutional ownership has influenceof the 

profitability and financial distress on taxavoidance. 

Keywords: profitability, financial distress, tax avoidance, independent board of commissioners, 

institutional ownership, managerialownership. 

 

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh profitabilitas dan financial 

distress terhadap tax avoidance dengan corporate governance yang diukur dengan dewan komisaris 

independen, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial sebagai variabel pemoderasi. 

Penelitian inimenggunakan data kuantitatif dari perusahaan perdagangan dan jasa yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018, dengan pemilihan sampel berdasarkan metode purposive 

sampling, dan pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi moderasi. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa profitablitias berpengaruh terhadap tax avoidance dan financial 

distress berpengaruh terhadap tax avoidance. Dewan komisaris independen dan kepemilikan manajerial 

tidak memoderasi pengaruh profitabilitas dan financial distress terhadap tax avoidance, tetapi 

kepemilikan institusional memoderasi pengaruh profitabilitas dan financial distress terhadap tax 

avoidance 

Kata kunci: profitabilitas, financial distress, tax avoidance, dewan komisaris independen, kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajerial.

 

I. PENDAHULUAN 

 

Pajak merupakan penghasilan yang 

dialihkan yang berasal dari wajib pajak 

(WP) kepada negara sebagai bentuk 

partisipasi dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Bagi  

 

pemerintah, pajak sebagai sumber 

penerimaan yang penting untuk 

membangun dan menunjang dalam 

menyejahterakan suatu negara. Namun 

bagi wajib pajak (WP) perusahaan, pajak 

sebagai beban dalam mengurangi laba 

bersih sehingga mendorong perusahaan 
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untuk meminimalkan pembayaran pajak 

terutang. Perbedaan kepentingan inilah 

menimbulkan perlawanan pajak yang 

menyebabkan tingkat ketidakpatuhan 

wajib pajak (WP) yang tinggi. Hal inilah 

akan berdampak pula pada upaya 

perusahaan dalam melaksanakan tax 

avoidance (Olivia & Dwimulyani, 2019, p. 

1). 

Tax avoidance merupakan bentuk 

penghindaran pajak sebagai bagian dari 

pelaksanaan manajemen pajak dalam 

upaya mengefisiensikan beban pajak bagi 

perusahaan dengan memanfaatkan celah 

atau loophole yang lemah di dalam 

undang-undang perpajakan. Tujuan dalam 

melaksanakan tax avoidance bagi 

perusahaan adalah mengoptimalkan laba 

yang diharapkan dalam memenuhi 

tanggung jawab sebagai wajib pajak (WP) 

kepada pemerintah. 

Selain itu, perusahaan dapat 

menanggung dalam mengurangi beban 

pajak (tax burden) melalui peraturan pajak 

yang disediakan dari pemerintah. 

Walaupun upaya tersebut dijalankan secara 

legal, namun hal tersebut tidak diinginkan 

oleh pemerintah karena menyebabkan 

pemasukan pajak untuk negara tidak 

maksimal (Rani, 2017, p. 222). Di sisi lain, 

dengan pelaksanaan praktik tax avoidance 

maka perusahaan dapat mengatur 

pendapatan labanya dalam 

mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaan terhadap kewajiban membayar 

pajak saat kondisi mengalami profitabilitas 

maupun financial distress. 

Profitabilitas merupakan indikator 

kinerja manajemen terhadap keuangan 

perusahaan dalam menghasilkan laba dari 

pengelolaan aset. Besarnya laba yang 

dihasilkan membuat pajak yang dikenakan 

atau dibayarkan tersebut semakin besar 

pula. Hal tersebut yang akan mendorong 

perusahaan untuk melaksanakan praktik 

penghindaran pajak (tax avoidance) dalam 

meminimalkan beban pajak perusahaan 

(Febriati, 2017, p. 2707). Namun, jika 

perusahaan tidak mampu dalam 

mempertahankan kinerja profitabilitasnya 

dikarenakan pengelolaan sumber yang 

dimiliki perusahaan tidak benar, maka 

dapat berpotensi financial distress. 

Financial distress merupakan 

kondisi perusahaan ketika keuangan 

perusahaan mengalami kesulitan 

disebabkan gagalnya memenuhi 

kewajibannya yang dikarenakan adanya 

kekurangan dana dalam menjalankan 

bisnisnya, sehingga berpotensi 

kebangkrutan dan tidak mampu 

menjalankan operasinya dengan baik. 

Richardson et al.(2015, p. 45) berpendapat 

bahwa financial distress dapat mendorong 

bagi perusahaan untuk melaksanakan 

praktik tax avoidance yang secara agresif 

sebagai upaya mengurangi kewajiban 

pajak perusahaan karena pajak merupakan 

salah satu biaya wajib yang dikeluarkan 

oleh setiap perusahaan. Akan tetapi, jika 

praktik tersebut dapat terjadi secara 

berlebihan, maka akan berisiko 

penggelapan pajak yang menimbulkan 

penurunan reputasi perusahaan dan denda 

yang dikenakan semakin besar. 

Corporate governance menurut 

Winata dalam Syuhada et. al., (2019, p. 

127) merupakan mekanisme yang mengacu 

pada aturan melalui proses hukum dalam 

mengendalikan perusahaan untuk 

menciptakan nilai tambah bagi para 

stakeholder agar memaksimalkan nilai 

perusahaan. Dalam memaksimalkan nilai 

perusahaan, agen (manajemen) akan 

berhadapan dengan prinsipal (investor) 

terhadap masalah keagenan yang bertujuan 

untuk mementingkan kepentingannya. 

Oleh karena itu, corporate governance 

perlu diterapkan agar perusahaan dapat 

dioperasikan secara teratur sesuai hak dan 
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tanggung jawab dari pihak stakeholder 

yang terlibat serta mencegah terjadinya 

agency problem (Asiyah, 2018, p. 108). 

Selain itu, hubungan antara corporate 

governance dengan tax avoidance adalah 

terjadinya pengalihan pendapatan laba 

yang diperoleh dari perusahaan atas 

keuntungan dirinya menjadi berkurang 

karena adanya kepatuhan yang dari 

pemerintah untuk membayar pajak 

terhadap tata kelola perusahan sehingga 

menjadi lebih sulit, terutama bagi pihak 

pemegang saham pengendali dalam 

mengalihkan nilai perusahaannya dan 

menyebabkan melakukan praktik tax 

avoidance (Kim et al., 2019, p. 1). 

Dewan komisaris merupakan 

anggota komisaris yang berasal dari luar 

perusahaan dan bersifat independen karena 

tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan 

direksi maupun pemegang saham dan tidak 

memiliki hubungan usaha terkait dengan 

kegiatan perusahaan (Syuhada et. al., 2019, 

p. 130). Dewan komisaris independen 

berperan penting dalam melakukan 

pengawasan terhadap kegiatan perusahaan 

untuk memastikan corporate governance 

yang dijalankan sesuai aturan yang berlaku 

(Alifianti H. P. & Chariri, 2017, p. 3). 

Dengan adanya dewan komisaris 

independen dalam suatu perusahaan, 

diharapkan berdampak positif terhadap 

kinerja perusahaan dan nilai perusahaan 

serta mampu bertanggung jawab kepada 

pemegang saham, sehingga dapat 

memperjuangkan ketaatan pajak dan 

mencegah dari penghindaran pajak secara 

ilegal bagi perusahaan (Diantari & Ulupui, 

2016, p. 708). 

Kepemilikan institusional menurut 

(Krisna, 2019, p. 83) adalah kepemilikan 

saham suatu perusahaan yang berasal dari 

institusi atau lembaga seperti pemerintah, 

institusi keuangan (perusahaan asuransi, 

bank, maupun perusahaan investasi), dan 

kepemilikan institusi lainnya Dengan 

adanya kepemilikan institusional, dapat 

mengawasi kinerja manajemen dalam 

mencegah pengelolaan beban pajak 

keuangan yang dilakukan manajemen 

perusahaan secara agresif, karena aktivitas 

dari kepemilikan institusional ini akan 

membantu meningkatkan efek 

penghindaran pajak (tax avoidance) demi 

kepentingan pemegang saham (investor), 

yang berarti bahwa para pemegang saham 

institusi akan melakukan intervensi 

terhadap manajemen yang bertujuan untuk 

meminimalkan jumlah pajak perusahaan 

dan meningkatkan kekayaan mereka 

sendiri (Olivia & Dwimulyani, 2019, p. 2). 

Semakin tinggi tingkat kepemilikan 

institusional, maka semakin besar tingkat 

pengawasan ke manajer dalam mengurangi 

konflik kepentingan antara manajemen 

sehingga masalah keagenan menjadi 

berkurang dan mengurangi peluang 

terjadinya tax avoidance. 

Kepemilikan manajerial adalah 

proporsi saham biasa yang dimiliki oleh 

manajemen yang diukur dari jumlah 

persentase saham biasa dan secara aktif 

manajemen dapat terlibat dalam 

pengambilan keputusan perusahaan 

(Prasetyo & Pramuka, 2018, p. 2). 

Kepemilikan manajerial juga mampu 

menyelaraskan kepentingan manajemen 

dan kepentingan pemegang saham, yang 

mana manajemen perusahaan dapat 

merasakan langsung hasil dari keputusan 

yang diambil dan merasakan risikonya 

karena apabila terjadi keputusan yang 

salah, maka manajemen pula akan 

menanggung konsekuensinya (Krisna, 

2019, p. 83). Dengan adanya kepemilikan 

manajerial, diharapkan manajemen akan 

lebih giat dalam meningkatkan kinerjanya 

dan menurunkan kecenderungan perilaku 

penghindaran pajaknya. Semakin besar 

porsi saham manajerial, maka perilaku 

kepentingan diri manajemennya akan 
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berkurang dalam mempengaruhi peluang 

terjadinya tax avoidance (Alifianti H. P. & 

Chariri, 2017, p. 3). 

 
II. METODE PENELITIAN 

 

A. Tinjauan Pustaka Terkait Landasan 

Teori 

1. Teori Agensi (Agency Theory) 

Teori agensi (agency theory) 

menurut Jensen dan Meckling adalah 

hubungan tersebut dapat terjadi di dalam 

perusahaan ketika suatu kontrak antara 

seorang prinsipal mempekerjakan seorang 

agen untuk melaksanakan suatu jasa dan 

memberi wewenang untuk mengambil 

keputusan kepada agen (Godfrey et al., 

2010, p. 362). Akan tetapi, adanya 

pemisahan peran antara prinsipal dengan 

agen dengan memiliki kepentingannya 

yang berbeda atau konflik kepentingan 

(conflict of interest) dalam memperoleh 

tujuan perusahaan, maka menimbulkan 

permasalahan kontrak keagenan (agency 

problem). Pada teori agensi yang terkait 

dengan tax avoidance yaitu masalah 

pandangan perlakuan kewajiban pajak 

yang terjadi antara wajib pajak (WP) 

perusahaan (agen) dengan pemerintah 

(prinsipal) yang menyebabkan 

terbentuknya asimetri informasi sebagai 

bagian dari masalah keagenannya. 

Penyebab hal tersebut terjadi karena 

distribusi yang dilakukan oleh pemerintah 

dalam mengisi pemasukan negara melalui 

pemungutan pajak dari perusahaan kurang 

maksimal dibandingkan dengan pihak 

perusahaan yang cenderung memenuhi 

kepentingan dirinya untuk memperoleh 

laba yang optimal dengan cara 

meminimalkan beban pajak melalui 

penghindaran pajak. Agar penghindaran 

tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku, 

maka diperlukan tax avoidance yang 

bertujuan mengefisiensikan beban pajak 

untuk menghasilkan laba setelah pajak. 

Sehubungan dengan hal tersebut, biaya 

keagenan yang dilakukan oleh pihak 

perusahaan melalui biaya bonding 

(pengikat) agar perusahaan mematuhi 

peraturan pemerintah dalam membayar 

pajak. 

2. Teori Kepatuhan (Compliance 

Theory) 

Kepatuhan adalah salah satu sikap 

yang dilakukan oleh setiap individu dalam 

kondisi ketaatan yang bersifat perintah 

terhadap aturan atau hukum yang berlaku. 

Rani (2017, p. 225) berpendapat, bahwa 

kepatuhan wajib pajak merupakan 

pemenuhan kewajiban pajak yang 

dilakukan oleh wajib pajak (WP) dalam 

memberikan kontribusinya secara sukarela 

yang bertujuan untuk pembangunan yang 

diharapkan dalam mencapai kesejahteraan 

negara. Kepatuhan wajib pajak tidak hanya 

dinilai dengan apakah individu tersebut 

membayar pajak atau tidak, namun ada hal 

lain yang dapat dinilai untuk mengetahui 

kepatuhan pajak (Nugraheni & Purwanto, 

2015, p. 4). Selain itu, teori kepatuhan ini 

dapat mendorong pula bagi pihak 

perusahaan terhadap peran tata kelolanya 

yaitu adanya pengawasan manajemen yang 

berhubungan dengan pengendalian internal 

dan kebijakan akuntansi, maka dapat 

mencegah perilaku yang menyimpang 

terkait dengan pembuatan laporan 

keuangan untuk menyampaikan kepada 

penggunanya seperti pemegang saham. 

Sudut pandang inilah yang menyebabkan 

manajemen sebagai pembayar pajak dalam 

meminimalkan beban pajak sesuai aturan 

yang berlaku (Rani, 2017, p. 225–226). 

B. Tinjauan Pustaka Terkait Variabel 

Penelitian 

1. Tax Avoidance 
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Tax avoidance merupakan strategi 

dalam penghindaran pajak yang dilakukan 

perusahaan dengan tujuan meminimalkan 

beban pajak terutang tanpa melanggar 

aturan tertentu dengan cara memanfaatkan 

kelemahan atau celah (loophole) ketentuan 

perpajakan. Selain itu, tax avoidance juga 

sebagai rangka penghematan pengeluaran 

pajak yang dibayarkan kepada negara yang 

bertujuan meningkatkan cash flow 

perusahaan dalam memaksimalkan nilai 

perusahaan setelah dipotong pajak. Pada 

pengukuran tax avoidance terdapat 

beberapa model perhitungan, salah satunya 

yaitu Cash Effective Tax Ratio (CETR) 

yang merupakan rasio yang digunakan 

untuk menggambarkan keagresifan pada 

kegiatan tax avoidance yang mengurangi 

pembayaran pajak kepada otoritas pajak 

yang tidak terpengaruh pada penyisihan 

penilaian atau perlindungan pajak 

(Syuhada et al., 2019, p. 131). Aprianto & 

Dwimulyani (2019, p. 2) mengungkapkan, 

bahwa semakin tinggi nilai persentase 

CETR yaitu mendekati tarif pajak 

perusahaan sebesar 25%, maka akan 

semakin rendah melakukan tax avoidance, 

demikian sebaliknya. Rumus dari CETR 

menurut Oktamawati (2017, p. 30) yaitu:  

Pembayaran Pajak 
CETR = 

Laba Sebelum Pajak 
 

2. Profitabilitas 

Profitabilitas adalah suatu 

pengukuran rasio yang digunakan 

perusahaan untuk mengukur kemampuan 

dalam menghasilkan laba dari aktivitas 

bisnisnya (Hery, 2017, p. 312). Tujuan dari 

profitabilitas adalah untuk menyajikan 

informasi terkait efisiensi operasi dan 

ekspektasi tingkat laba (Sihombing, 2018, 

p. 27). Selain itu, profitabilitas juga 

merupakan faktor yang mendapat perhatian 

penting karena perusahaan harus berada 

dalam keadaan yang menguntungkan agar 

dapat melangsungkan hidupnya. 

Pengukuran profitabilitas yang digunakan 

pada penelitian ini yaitu ROA (Return On 

Asset) sebagai pengukuran pada efektivitas 

kinerja manajemen secara keseluruhan 

dalam menghasilkan laba dengan aset yang 

tersedia. Indikator dalam menentukan 

tingkat pencapaian nilai ROA yang baik 

menurut Kasmir dalam Winarno (2019, p. 

260) di atas rata-rata perusahaan industri 

sebesar 30%. Semakin tinggi tingkat ROA, 

maka semakin baik dalam efisiensi dan 

efektivitas pengelolaan aset bagi 

perusahaan (Sihombing, 2018, p. 27). 

Rumus yang digunakan pada ROA tersebut 

menurut Hidayat (2018, p. 23) adalah 

sebagai berikut: 

           Laba Bersih Setelah Pajak 

ROA= Total Aset (TA) × 100% 

Pada kondisi keuangan perusahaan 

tersebut mencapai profitabilitasnya, 

menyebabkan beban pajak yang dibayar 

juga tinggi. Hal tersebut berarti bahwa 

semakin tinggi tingkat profitabilitas 

perusahaan, maka semakin besar laba yang 

dapat dihasilkan perusahaan, sehingga 

pajak yang dikenakan atas laba perusahaan 

akan semakin besar (Dewanti & Sujana, 

2019, p. 383). Oleh karena itu, perusahaan 

akan melakukan praktik penghindaran 

pajak (tax avoidance) agar meminimalkan 

beban pajak dalam mempertahankan 

kinerja keuangan perusahaannya 

(Oktamawati, 2017, p. 29). 

3. Financial Distress 

Financial distress merupakan 

kondisi perusahaan yang mengalami 

kesulitan keuangan perusahaan sehingga 

tidak mampu menjalankan operasi 

bisnisnya dengan baik dan kemungkinan 

dapat terjadinya kebangkrutan atau 

likuidasi (Sihombing, 2018, p. 293–294). 
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Likuidasi atau kebangkrutan merupakan 

upaya pemberhentian perusahaan yang 

berjalan yang meliputi semua penjualan 

aset dari perusahaan untuk nilai sisa yang 

akan didistribusikan kepada pihak kreditur 

sebagai pihak prioritas (Sjahrial, 2014, p. 

587). Penyebab dari kondisi tersebut 

adalah manajemen yang tidak mampu 

mengelola perusahaannya dengan baik, 

yang mana adanya ketidakmampuan 

perusahaan untuk membayar kewajiban 

(liabilitas) saat jatuh tempo baik bersifat 

jangka pendek maupun bersifat jangka 

panjang. Indikasi dari financial distress 

dapat dilihat dari laporan keuangan 

perusahaan yang meliputi nilai laba bersih 

yang negatif dan nilai aset yang kurang dari 

nilai utangnya. Dalam mengukur prediksi 

financial distress suatu perusahaan pada 

penelitian ini, diproksikan dengan 

menggunakan Altmann Z-Score Model 

yang rumusnya sebagai berikut (Alifianti 

H. P. & Chariri, 2017, p. 4): 

Z = 1,2 A + 1,4 B + 3,3 C + 0,6 D + 1 E 

Keterangan: 

A = (Aset lancar - Utang lancar) / Total aset B 

= Laba ditahan / Total aset 

C = Laba sebelum pajak / Total aset 

D = Jumlah lembar saham × Harga per lembar 

saham / Total utang 

E = Penjualan / Total asset 

  

Penilaian tersebut yang dapat dilakukan 

dengan menggunakan kriteria sebagai 

berikut: 

1. Jika nilai Z ≥ 2,99, maka perusahaan 

tersebut berada di zona bebas dari 

financial distress. 

2. Jika nilai 1,81 ≤ Z < 2,99, maka 

perusahaan tersebut berada di zona 

rawan financial distress yang 

berpeluang mengalami kebangkrutan, 

namun memiliki peluang juga untuk 

terselamatkan. 

3. Jika nilai Z < 1,81, maka perusahaan 

tersebut berada di zona financial 

distress yang berpotensi besar 

mengalami kebangkrutan.  

Nugroho & Firmansyah (2017, p. 24) 

menyatakan, bahwa jika nilai Z semakin 

tinggi, maka tingkat financial distress 

semakin rendah, demikian pula sebaliknya. 

Hal tersebut menyebabkan perusahaan 

harus berusaha mempertahankan 

kinerjanya, yang mana jika perusahaan 

mengalami financial distress maka 

perusahaan harus tetap wajib membayar 

pajak sehingga harus mengambil risiko 

agar dapat meminimalkan pembayarannya 

dengan cara penggunaan tax avoidance 

secara agresif, yang mana semakin tinggi 

kondisi financial distress yang dialami oleh 

perusahaan, maka perusahaan akan 

menggiring untuk melakukan tax 

avoidance pada perusahaan tersebut 

(Pratiwi et al., 2020, p. 205). 

4. Corporate Governance 

Dalam peraturan OJK (2016) yaitu 

POJK No. 73/POJK.05/2016 pasal 1, 

bahwa corporate governance merupakan 

struktur dan mekanisme yang digunakan 

dan diterapkan oleh organ perusahaan 

untuk mencapai tujuan dan sasaran hasil 

usaha dalam mengoptimalkan nilai 

perusahaan bagi seluruh stakeholder secara 

akuntabel dan berlandaskan peraturan 

perundangan serta nilai etika. Dengan 

adanya corporate governance bagi 

perusahaan, diharapkan mampu 

meningkatkan kontribusi kinerja 

perusahaan dalam hal pengelolaan dana 

(aset) yang berasal dari investasi 

(pemegang saham) maupun kredit 

(kreditur), dan melindungi dari kondisi 

financial distress di masa datang agar 

memaksimalkan nilai perusahaan, serta 
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meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi 

pemerintah terkait perpajakan. Corporate 

governance memiliki struktur organ 

perusahaan sebagai pihak yang berwenang 

dalam melaksanakan pengendalian dan 

pengelolaan perusahaan, diproksikan 

menjadi 3 (tiga) pada penelitian ini yaitu: 

(1) dewan komisaris independen; (2) 

kepemilikan institusional; dan (3) 

kepemilikan manajerial. 

5. Dewan Komisaris Independen 

Dewan komisaris merupakan 

anggota komisaris independen yang 

berasal dari luar perusahaan, tidak 

mempunyai saham baik langsung maupun 

tidak langsung pada perusahaan, tidak 

mempunyai hubungan afiliasi dengan 

perusahaan baik komisaris lainnya, direksi, 

ataupun pemegang saham, dan tidak 

memiliki hubungan baik langsung maupun 

tidak langsung yang berkaitan dengan 

kegiatan usaha perusahaan, serta 

memahami peraturan perundang-undangan 

tentang pasar modal (Syuhada et al., 2019, 

p. 130). Dewan komisaris independen juga 

sebagai salah satu unsur corporate 

governance yang berfungsi memonitor dan 

mencegah manajemen (direksi) ketika 

menyalahgunakan sumber daya 

perusahaan. Pada proporsi dewan 

komisaris independen sesuai peraturan 

OJK No. 33 tahun 2014, menyatakan 

bahwa jika jumlah dewan komisaris terdiri 

dari lebih dua orang, maka jumlah 

komisaris independen dalam suatu 

perusahaan adalah wajib minimal 30% dari 

total dewan komisaris (Riantami & 

Triyanto, 2018, p. 25). Selain itu, dewan 

komisaris independen wajib membentuk 

komite audit yang beranggotakan 

sekurang-kurangnya tiga anggota, yang 

kemudian diangkat dan diberhentikan serta 

bertanggungjawab kepada dewan 

komisaris independen (Asiyah, 2018, p. 

110). Diantari & Ulupui (2016, p. 713–

714) mengungkapkan, bahwa apabila 

persentase dewan komisaris independen 

mencapai lebih dari 30%, maka 

pelaksanaan corporate governance yang 

dilakukan dewan komisaris berjalan 

dengan baik sehingga mampu 

mengendalikan kegiatan pihak manajemen 

untuk menurunkan praktik tax avoidance. 

6. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan          institusional

 adalah kepemilikan saham yang 

dimiliki oleh lembaga seperti perusahaan, 

asuransi, bank, perusahaan investasi, dan 

institusi lainnya. (Syuhada et al., 2019, p. 

129). Kepemilikan institusional sebagai 

salah satu elemen corporate governance 

merupakan sarana untuk mengawasi 

manajemen dari tindakan oportunis yang 

dapat dilakukan manajer terhadap laba 

yang diperoleh (Olivia & Dwimulyani, 

2019, p. 4). Adanya kepemilikan 

institusional di dalam suatu perusahaan, 

dapat mendorong peningkatan pengawasan 

agar lebih optimal terhadap kinerja 

manajemen karena kepemilikan saham 

mewakili sumber kekuasaan yang dapat 

digunakan untuk mendukung ataupun 

sebaliknya terhadap manajemen melalui 

hak suara yang dimilikinya (Syuhada et al., 

2019,   p.   129).   Krisna (2019,   p.   85) 

mengungkapkan, bahwa di dalam sumber 

kekuatan (hak suara) yang dimiliki oleh 

kepemilikan institusional dibagi menjadi 2 

(dua), yang mana sebagai pendukung 

tindakan yang dilakukan manajemen jika 

menguntungkan perusahaan dan juga 

sebagai ancaman bagi manajemen jika 

dianggap merugikan perusahaan karena 

lebih mementingkan keinginan pribadinya. 

Dengan adanya kepemilikan institusional 

terhadap tindakan tax avoidance, dapat 

mengurangi tindakan penghindaran pajak 

(tax avoidance) secara agresif karena 

pemilik institusional sangat 

memperhatikan hasil dari dampak jangka 
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panjang    yang    dilakukannya    oleh    

pihak perusahaan agar tidak terjadi konflik 

agensi (Tandean & Nainggolan, 2017, p. 

175). Dalam penelitian ini, perhitungan 

yang digunakan untuk menentukan tingkat 

besar kecilnya proporsi kepemilikan 

institusional yaitu rasio Kepemilikan 

Institusional (KI) yang mana dapat 

dihitung dengan cara pembagian antara 

saham institusional yang dimiliki dengan 

saham yang beredar suatu perusahaan. 

Semakin besar kepemilikan institusional 

maka semakin besar pengawasan yang 

dilakukan oleh pihak eksternal 

(pemegangan saham) terhadap kinerja 

manajemen suatu perusahaan dalam hal 

praktik tax avoidance (Febriati, 2017, p. 

2709). Pada perumusan tersebut yang 

digunakan untuk menghitung kepemilikan 

institusional sesuai dengan penelitian dari 

Febriati, (2017, p. 2731) yaitu:  

KI= Saham Institusional (SI)           

Saham Beredar (SB) 

7. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial 

merupakan jumlah saham yang dimiliki 

oleh manajemen perusahaan yang diukur 

dengan menghitung persentase saham yang 

dimiliki oleh manajemen perusahaan 

dengan seluruh jumlah saham perusahaan 

yang beredar (Rusdiyanto et al., 2019, p. 

81). Adanya kepemilikan manajerial bagi 

pihak manajemen, diharapkan dapat 

bertindak sesuai harapan atau keinginan 

para pemegang saham karena manajemen 

akan termotivasi untuk melakukan 

tindakan yang menguntungkan perusahaan 

dibandingkan kepentingan pribadinya 

(Krisna, 2019, p. 85). Dalam penelitian ini, 

perhitungan yang digunakan untuk 

mengetahui besar kecilnya suatu 

kepemilikan saham milik para manajer 

yaitu rasio Kepemilikan Manajerial (KM) 

yang dihitung dengan cara pembagian 

antara saham manajerial yang dimiliki 

dengan saham perusahaan yang beredar. 

Semakin besar proporsi kepemilikan 

manajerial, maka semakin baik dalam 

kinerja perusahaan sehingga dapat 

menurunkan praktik penghindaran pajak 

(tax avoidance) yang dilakukan oleh 

manajemen agar tidak melakukan 

manipulasi laba dan nilai CETR menjadi 

rendah (Musyarrofah & Amanah, 2017, p. 

6). Perumusan tersebut diambil 

berdasarkan penelitian dari Noor dalam 

(Alifianti H. P. & Chariri, 2017, p. 5) yang 

dirumuskan sebagai berikut: 

KM= Saham Manajerial (SM) 

Saham Beredar (SB) 

8. Ukuran Perusahaan 

Menurut Machfoedz dalam 

Dewanti & Sujana (2019, p. 381) 

berpendapat, bahwa ukuran perusahaan 

merupakan suatu skala yang dapat 

dikategorikan besar dan kecil perusahaan 

dengan berbagai cara diantaranya melalui 

total aset yang dimiliki perusahaan, nilai 

pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, 

dan jumlah penjualan. Semakin besar total 

aset perusahaan yang mengindikasikan, 

semakin besar pula pada ukuran 

perusahaan. Perusahaan yang memiliki 

total aset besar menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut telah mencapai tahap 

kedewasaan, yang mana pada tahap ini arus 

kas perusahaan sudah positif dan dianggap 

memiliki prospek yang baik dalam jangka 

waktu yang relatif lama dan kemampuan 

perusahaan tersebut relatif lebih stabil 

dalam menghasilkan laba (Febriati, 2017, 

p. 2709). Tandean & Nainggolan (2017, p. 

173– 174) berpendapat, bahwa aset yang 

dimiliki perusahaan yang lebih besar 

biasanya memiliki peran yang lebih besar 

sebagai pemegang kepentingan 

(manajemen) sehingga membuat kebijakan 

yang dikeluarkan oleh perusahaan besar 

akan memberikan dampak yang lebih besar 
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terhadap kepentingan publik dibanding 

dengan perusahaan kecil. Semakin besar 

ukuran perusahaan, akan semakin 

mempengaruhi perusahaan untuk 

melakukan tax avoidance agar mencapai 

optimal. Pengukuran perusahaan pada 

penelitian ini yang akan menjadi variabel 

kontrol untuk mengontrol faktor lain yang 

mempengaruhi tax avoidance dengan 

rumus sebagai berikut (Rani, 2017, p. 231):  

SIZE = Log natural (Total Aset) 

C. Desain Penelitian 

Dalam desain penelitian yang akan 

diteliti, jenis metode penelitian yang 

digunakan pada penelitian ini adalah 

metode kuantitatif dan jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang berasal dari perusahaan 

perdagangan dan jasa yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berupa 

data dewan komisaris independen, 

kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajerial, laporan keuangan dan 

pembayaran pajak yang dapat diakses 

melalui situs www.idx.co.id. 

D. Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan untuk 

penelitian ini yaitu perusahaan sektor 

perdagangan dan jasa yang terdaftar di BEI 

selama tahun 2016-2018 sebanyak 138 

perusahaan. Teknik dalam pengambilan 

sampel dari populasi pada penelitian ini 

menggunakan purposive sampling. 

Menurut Sugiyono, (2016, p. 78) 

berpendapat bahwa purposive sampling 

merupakan teknik dalam menentukan 

sampel penelitian berdasarkan 

pertimbangan tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti. Kriteria yang ditentukan dalam 

pengambilan sampel untuk penelitian ini 

sebagai berikut: 

a. Perusahaan perdagangan dan jasa yang 

terlisting di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

sebelum Desember tahun 2016-2018. 

b. Perusahaan yang memiliki kelengkapan 

yang diteliti dan dibuat dalam laporan 

Des 2016- 2018. 

c. Perusahaan yang menggunakan nilai 

mata uang rupiah 

d. Perusahaan yang memiliki nilai CETR 

berkisar > 0 dan < 1 

e. Perusahaan yang telah melaporkan 

pembukuan pendapatan 

 

E. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini, metode 

pengujian yang digunakan untuk analisis 

data berupa uji statistik, uji asumsi klasik, 

dan uji hipotesis. Selain itu, metode 

analisis sata yang digunakan pada 

penelitian ini berupa metode analisis 

regresi berganda dan moderated regression 

analysis (MRA). Pengujian ini juga dibantu 

dengan program statistik IBM SPSS versi 

25. 

 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Statistik Deskriptif 

Uji statistik deskriptif menurut Ghozali 

(2018, p. 19) merupakan deskripsi atau 

gambaran yang dilihat dari statistik melalui 

mean (nilai rata-rata), standar deviasi, nilai 

maksimum, nilai minimum, dan varian 

yang bertujuan memberikan gambaran data 

penelitian yang akan dianalisis. 
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Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 

A. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk 

menguji apakah metode regresi, variabel 

pengganggu atau residual mempunyai 

distribusi normal (Ghozali, 2018, p. 

161). Berikut merupakan hasil analisis 

grafik dengan histogram dan analisis 

statistik dengan uji Kolmogorov 

Smirnov (K-S Test). 

 

Gambar 1 Hasil Uji Normalitas (Histogram) 

 

Berdasarkan Gambar 1, 

memperlihatkan bahwa kenaikan atau 

penurunan pada data penelitian ini 

menjauhi garis melengkung dan 

melenceng ke kiri, yang 

menggambarkan bahwa distribusi 

histogram pada penelitian tersebut tidak 

normal. 

 

 

 

 

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas (K-S Test) 

 

 

Berdasarkan Tabel 2, menyatakan 

bahwa nilai probabilitas Sig. pada K-S Test 

bernilai 0,001 < α = 0,05. Hal tersebut 

dapat disimpulkan bahwa distribusi pada 

data penelitian tersebut tidak normal. Hal 

itu dapat terjadi karena sampel yang 

diperoleh di atas 30 dan menggunakan 

variabel moderasi, maka uji tersebut dapat 

diabaikan. 

 

2. Uji Multikolonieritas 

Tujuan dari uji multikolonieritas 

menurut Ghozali (2018, p. 107) adalah 

menguji apakah model regresi tersebut 

ditemukan adanya korelasi antara variabel 

independen karena model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 

variabel independen. Untuk menguji 

adanya multikolonieritas pada model 

regresi, dapat diukur dari nilai tolerance 

dan nilai VIF, yang mana nilai cut off-nya 

adalah nilai tolerance ≤ 0.10 atau sama 

dengan nilai VIF ≥ 10. 
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Tabel 3 Hasil Uji Multikolonieritas 

 

Hasil uji multikolonieritas pada 

tabel 3 menujukkan bahwa semua variabel 

memiliki nilai toleransi diatas 0,10 dan 

dengan nilai VIF di bawah 10. Maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi 

multikolonieritas antar variabel dalam 

model regresi ini. 

 

3. Uji Heterokedastisitas 

Dalam Ghozali (2018, p. 137), uji 

heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi yang diteliti 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan lainnya. 

Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Uji White dengan cara meregresi 

residual kuadrat dengan variabel 

independen, variabel independen kuadrat 

dan perkalian (interaksi) variabel 

independen. Persamaan yang didapatkan 

yaitu R2 (untuk variabel independen 2) 

atau adjusted R2 (untuk variabel 

independen > 2) yang bertujuan 

menghitung c2, yang mana menurut 

Gujarati dalam Ghozali (2018, p. 144) 

berpendapat, bahwa c2 = n x R2 dengan 

penilaiannya adalah jika c2 hitung < c2 

tabel, maka hipotesis alternatif yang terjadi 

adanya heteroskedastisitas dalam model 

ditolak. 

Tabel 4 Hasil Uji Heterokedastisitas (Uji White) 

Berdasarkan Tabel 4, 

menunjukkan bahwa hasil dari pengujian 

heterokedastisitas melalui uji White yang 

mana nilai adjusted R2 sebesar 0,065. 

Selain itu, jumlah sampel (n) pada 

penelitian ini sebanyak 132, jumlah 

variabel independen (k) sebanyak 6 

variabel dengan c2 (chi square) hitung 

yang didapat senilai 8,58, sedangkan c2 

(chi square) tabel yang sesuai pernyataan 

tersebut senilai 12,592. Artinya, jika nilai 

c2 hitung (8,58) < c2 tabel (12,592) maka 

dari semua variabel tersebut terbebas dari 

gejala heterokedastisitas. 

 

C. Uji Hipotesis 

1. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Tujuan dari uji koefisien 

determinasi untuk menguji tingkat 

kesesuaian atau seberapa jauh dari 

kemampuan model regresi dalam 

menerangkan variasi variabel dependen 

Ghozali (2018, p. 97). Nilai koefisien 

determinasi adalah nol sampai dengan satu 

(0 < R2 < 1) 

Tabel 5 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 

  Hasil dari tabel 5, membuktikan 

bahwa nilai adjusted R2 sebesar 0,082. 

Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai 

variabel independen yaitu profitabilitas 

(ROA) dan financial distress 

(Z) hanya mampu menjelaskan terhadap 

variabel dependen yaitu tax avoidance 

(CETR) sebesar 8,2%. Hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa hanya 8,2% perubahan 

dalam tax avoidance mampu dijelaskan 

oleh variabel profitabilitas dan financial 

distress sedangkan sisanya sebesar 91,8% 
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dijelaskan oleh faktor lain yang tidak 

dimasukkan dalam penelitian ini. 

2. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda merupakan 

bentuk metode statistik yang bertujuan 

untuk menguji hubungan antara satu 

variabel dependen terhadap lebih dari satu 

variabel independen (Ghozali, 2018, p. 8). 

Berikut merupakan hasil dari analisis 

regresi berganda. 

Tabel 6 Hasil Analisis Regresi Berganda 

 

Berdasarkan tabel 6, maka diperoleh 
persamaan regresinya sebagai berikut: 

 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 
 

CETR = 0,455 - 1,112ROA + 0,005Z 

– 0,003SIZE + e 
 

Berdasarkan persamaan regresi tersebut 

dapat diartikan bahwa: 

 Konstanta (a) sebesar 0,455; artinya 

jika variabel tax avoidance sebesar 
45,5% dengan variabel independen 
lainnya dianggap konstan.

 Koefisien ROA (β1) sebesar 1,112; 

artinya jika variabel profitabilitas 

mengalami kenaikan sebesar 1%, 

maka tax avoidance akan mengalami 

penurunan sebesar 111,2%, dengan 

variabel independen lainnya dianggap 

konstan.

 Koefisien Z (β2) sebesar 0,005; artinya 

jika variabel financial distress 
mengalami kenaikan sebesar 1%, 
maka tax avoidance akan mengalami 

kenaikan sebesar 0,5%,dengan 

variabel independen lainnya dianggap 
konstan. 

 Koefisien SIZE (β3) sebesar -0,003; 
artinya jika variabel ukuran 
perusahaan mengalami
kenaikan sebesar 1%, maka tax 
avoidance akan mengalami 
penurunan sebesar 0,3%, dengan 
variabel independen lainnya 

dianggap konstan. 

 

4. Moderated Regression Analysis 

(MRA) 

Analisis regresi berganda yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu uji 

interaksi atau disebut sebagai moderated 

regression analysis (MRA) yang 

merupakan bentuk analisis yang 

digunakan untuk melihat apakah 

variabel pemoderasi mampu 

memoderasi pengaruh atau hubungan 

antara variabel independen terhadap 

variabel dependen (Ghozali, 2018, p. 

227). Selain itu, pada uji ini juga akan 

dibahas dengan uji parsial (uji T) dalam 

menentukan seberapa jauh pengaruh 

variabel independen terhadap variabel 

dependen (Ghozali, 2018, p. 179). 
Berikut merupakan hasil dari analisis 

moderasi regresi 

 
Tabel 7 Hasil Analisis Moderasi Regresi 

 
Dilihat dari tabel 7, menunjukkan 

hasil persamaan regresi MRA yaitu 

sebagai berikut: 
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CETR = 0,435 - 3.609ROA + 0,059Z - 

0,573DKI - 0,404KI + 

0,847KM 

+7,731ROA*DKI - 

0,035Z*DKI - 

2,423ROA*KI   –

 0,052

Z*KI   – 

22,438ROA*KM - 

0,041Z*KM – 

0,002 SIZE 
 

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji T 

dalam persamaan regresi MRA dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

 Profitabilitas (ROA)

Nilai koefisien dari variabel 

profitabilitas (ROA) sebesar -3,609 

dengan nilai signifikansi sebesar 

0,031 lebih kecil dari tarif signifikansi 

yang ditetapkan (α) adalah 0,05. 

Perolehan t hitung dari variabel ROA 

sebesar -2,187 lebih kecil dari t tabel 

yaitu 1,980. Nilai t tabel diperoleh 

dari rumus TINV pada Ms. Excel 

dengan degree of freedom (df) = n-k-

1. Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis 1, maka disimpulkan bahwa 

profitabilitas (ROA) berpengaruh 

terhadap tax avoidance (CETR). 
 

 Financial Distress (Z)
Nilai koefisien dari variabel financial 

distress (Z) sebesar 0,059 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,034 lebih kecil 

dari tarif signifikansi yang ditetapkan 

(α) adalah 0,05. Perolehan t hitung 

dari variabel Z sebesar 2,143 lebih 

besar dari t tabel yaitu 1,973. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 

2, maka disimpulkan bahwa financial 

distress (Z) berpengaruh terhadap tax 

avoidance (CETR). 

 Profitabilitas – Dewan 

Komisaris Independen 

(ROA_DKI)
Nilai koefisien pada uji interaksi 

variabel profitabilitas (ROA) dengan 

variabel dewan komisaris independen 

(DKI) sebesar 7,731 dan nilai tarif 

signifikansi sebesar 0,074 lebih besar 

dari tarif signifikansi yang ditetapkan 

yaitu 0,05. Berdasarkan pengujian 

pada hipotesis 3, menyimpulkan 

bahwa dewan komisaris independen 

(DKI) tidak mampu memoderasi 

pengaruh profitabilitas (ROA) 

terhadap tax avoidance (CETR). 

 Financial Distress - Dewan 

Komisaris Independen 

(Z_DKI)
Nilai uji koefisien pada uji interaksi 

variabel financial distress (Z) dengan 

variabel dewan komisaris independen 

(DKI) menunjukkan nilai sebesar -

0,035 dan nilai tarif signifikansi 

sebesar 0,367 lebih besar dari 0,05. 

Berdasarkan pengujian hipotesis 4, 

menyimpulkan bahwa dewan 

komisaris independen (DKI) tidak 

mampu memoderasi pengaruh 

financial distress (Z) terhadap tax 

avoidance (CETR). 

 Profitabilitas – Kepemilikan 

Institusional (ROA_KI)
Nilai uji koefisien pada uji interaksi 
variabel profitabilitas (ROA) dengan 
variabel kepemilikan institusional 

(KI) menunjukkan nilai sebesar -
2,423 nilai tarif signifikansi sebesar 
0,039 lebih kecil dari 0,05. 
Berdasarkan pengujian hipotesis 5, 
menyimpulkan bahwa kepemilikan 
institusional (KI) mampu memoderasi 
pengaruh profitabilitas (ROA) 
terhadap tax avoidance (CETR). 

 Financial Distress – 

Kepemilikan Institusional 

(Z_KI)
Nilai uji koefisien pada uji interaksi 

variabel financial distress (Z) dengan 
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variabel kepemilikan institusional 

(KI) menunjukkan nilai sebesar -

0,052 dan nilai tarif signifikansi 

sebesar 0,033 lebih kecil dari 0,05. 

Berdasarkan pengujian hipotesis 6, 

menyimpulkan bahwa kepemilikan 

institusional (KI) mampu 

memoderasi pengaruh financial 

distress (Z) terhadap tax avoidance 

(CETR). 

 Profitabilitas – Kepemilikan 

Manajerial (ROA_KM)
Nilai uji koefisien pada uji interaksi 

variabel profitabilitas (ROA) dengan 

variabel kepemilikan manajerial 

(KM) menunjukkan nilai sebesar -

22,438 nilai tarif signifikansi sebesar 

0,069 lebih besar dari 0,05. 

Berdasarkan pengujian hipotesis 7, 

menyimpulkan bahwa kepemilikan 

manajerial (KM) tidak mampu 

memoderasi pengaruh profitabilitas 

(ROA) terhadap tax avoidance 

(CETR). 

 Financial Distress – 

Kepemilikan Manajerial 

(Z_KM)
Nilai uji koefisien pada uji interaksi 

variabel financial distress (Z) dengan 

variabel kepemilikan manajerial 

(KM) menunjukkan nilai sebesar 

0,041 nilai tarif signifikansi sebesar 

0,417 lebih besar dari 0,05. 

Berdasarkan pengujian hipotesis 8, 

menyimpulkan bahwa kepemilikan 

manajerial (KM) tidak mampu 

memoderasi pengaruh financial 

distress (Z) terhadap tax avoidance 

(CETR). 
 

I. SIMPULAN 

Dalam penelitian ini, sampel yang 

diperoleh sebanyak 44 perusahaan 

sektor perdagangan dan jasa yang 

terdaftar di BEI untuk periode 2016 – 

2018 dengan jumlah sampel data sebesar 

132 observasi. Berdasarkan hasil 

penelitian ini, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

- Profitabilitas yang diukur dengan 

Return On Assets (ROA) berpengaruh 

terhadap tax avoidance 

- Financial distress yang diukur dengan 
Altmann Z Score (Z) berpengaruh 
terhadap tax avoidance. 

- Dewan komisaris independen yang 

diukur dengan rasio DKI tidak mampu 

memoderasi pengaruh profitabilitas 

terhadap tax avoidance. 

- Dewan komisaris independen tidak 
mampu memoderasi pengaruh 
financial distress terhadap tax 
avoidance. 

- Kepemilikan institusional yang diukur 

dengan rasio KI mampu memoderasi 

pengaruh profitabilitas terhadap tax 

avoidance. 
- Kepemilikan        institusional         

mampu 
memoderasi   pengaruh   financial   

distress 

terhadap tax avoidance. 

- Kepemilikan manajerial yang diukur 

dengan rasio KM tidak mampu 
memoderasi pengaruh profitabilitas 
terhadap tax avoidance. 

- Kepemilikan manajerial yang diukur 

dengan rasio KM tidak mampu 

memoderasi pengaruh financial 

distress terhadap tax avoidance. 
 

Dalam keterbatasan penelitian, 

penulis sadar bahwa penelitian ini jauh 

lebih dari kata sempurna dan terdapat 

beberapa keterbatasan, diantaranya: 

 Penelitian ini hanya menggunakan 
132 perusahaan sektor perdagangan 
dan jasa sebagai sampel selama 3 
tahun, sehingga cakupan untuk sektor 

lain seperti perusahaan sektor investasi 
belum luas. 

 Penelitian ini hanya memiliki jangka 
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waktu sekitar 3 tahun, yaitu dari tahun 

2016 hingga 2018, sehingga 

cakupannya kurang luas pada periode 

waktu penelitian. 

 Penggunaan variabel tax avoidance 

hanya diproksikan melalui Cash 

Effective Tax Rates (CETR) dan belum 

menggunakan proksi lain seperti 

Effective Tax Rates (ETR) atau Book 

Tax Difference (BTD). 
 

Pada penelitian ini, penulis 

mengakui terdapat banyak kekurangan 

terkait dengan pembahasan yang kurang 

mendalam dalam beberapa unit analisis 

sebagai alasan membentuk keterbatasan 

penelitian. Dengan kekurangan pada 

keterbatasan penelitian ini, maka bagi 

peneliti lainnya dapat dijadikan gagasan 

dan acuan untuk penelitian selanjutnya. 

Berdasarkan keterbatasan hasil penelitian 

yang telah dipaparkan, maka saran yang 

dapat diberikan kepada penelitian 

selanjutnya sebagai berikut: 

 Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini

adalah perusahaan sektor 

perdagangan dan jasa, sehingga 

untuk penelitian berikutnya dapat 

menambah sektor lainnya seperti 

perusahaan sektor investasi. 

 Memperbesar sampel tersebut 

dengan mengambil periode waktu 

yang lebih panjang. Dengan 

perbedaan periode pengamatan 

tersebut, diperkirakan akan 

memberikan hasil penelitian yang 

berbeda.

 Untuk penelitian berikutnya dalam 

mengetahui faktor penghindaran 

pajak (tax avoidance) sebagai 

variabel dependen, maka proksi 

tersebut dapat diganti dengan 

menggunakan Effective Tax Rates 

(ETR) atau Book Tax Difference 

(BTD).
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